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BAB II 

TINJAUAN UMUM MENGENAI PELINDUNGAN HUKUM, TINDAK PIDANA 

PENIPUAN, TEORI VICTIMOLOGI DAN KETENTUAN TRANSAKSI ONLINE 

BERDASARKAN UU ITE 

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Pelindungan Hukum 

Pelindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi 

manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada 

masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh 

hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya 

hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan 

rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai 

ancaman dari pihak manapun. 

Pelindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, 

serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek 

hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai 

kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal 

lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan 

terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak 

terpenuhinya hak-hak tersebut.1 

                                                           
1 Philipus M. Hadjon 1987, Perlindungan hukum bagi rakyat Di Indonesia.Sebuah studi tentang 
prinsip-prinsipnya penanganannya oleh pengadiln dalam lingkungan peradilan umum dan 
pembentukan peradilan administrasi negara, PT Bina Ilmu, Surabaya. hlm. 25 
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Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam 

hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh 

hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang 

dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan 

sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia 

memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.2 

“Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan 

atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan 

sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan 

aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan 

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk 

menikmati martabatnya sebagai manusia”.3 

“Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu 

hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.” 

 

 

 

                                                           
2 C.S.T. Kansil. Pokok-pokok Hukum Pidana. Jakarta. Pradnya Paramita.   2004. hlm. 37 
3 Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana 
Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3 
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  Pelindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:  

A. Pelindungan Hukum Preventif 

Pelindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk 

mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam 

peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu 

pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam 

melakukan sutu kewajiban.   

B. Pelindungan Hukum Represif 

Pelindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa 

sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan 

apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. 

“Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan 

Hukum ada dua macam, yaitu :  

a. Sarana Pelindungan Hukum Preventif  

Pada pelindungan hukum preventif ini, subyek hukum 

diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau 

pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah 

mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah 

mencegah terjadinya sengketa. Pelindungan hukum 

preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan 

yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan 
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adanya pelindungan hukum yang preventif pemerintah 

terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil 

keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia 

belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan 

hukum preventif. 

b. Sarana Pelindungan Hukum Represif  

Pelindungan hukum yang represif bertujuan untuk 

menyelesaikan sengketa. Penanganan pelindungan hukum 

oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di 

Indonesia termasuk kategori pelindungan hukum ini. 

Prinsip pelindungan hukum terhadap tindakan pemerintah 

bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan 

dan pelindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena 

menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang 

pengakuan dan pelindungan terhadap hak-hak asasi 

manusia diarahkan kepada pembatasan pembatasan dan 

peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip 

kedua yang mendasari pelindungan hukum terhadap tindak 

pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan 

dengan pengakuan dan pelindungan terhadap hak-hak asasi 

manusia, pengakuan dan pelindungan terhadap hak-hak 
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asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan 

dengan tujuan dari negara hukum”.4 

Pengertian pelindungan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU PK”)  

Pasal 4 UU PK menyebutkan bahwa hak konsumen adalah : 

a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 

b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 

jaminan yang dijanjikan; 

c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa; 

d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau 

jasa yang digunakan; 

e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 

g. hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif; 

                                                           
4 Philipus M. Hadjon 1987, Perlindungan hukum bagi rakyat Di Indonesia.Sebuah studi tentang 
prinsip-prinsipnya penanganannya oleh pengadiln dalam lingkungan peradilan umum dan 
pembentukan peradilan administrasi negara, PT Bina Ilmu, Surabaya. hlm. 25. hlm. 30 



26 
 

h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau 

penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai 

dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 

i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan 

lainnya. 

Di sisi lain, kewajiban bagi pelaku usaha (dalam hal ini adalah penjual 

online), sesuai Pasal 7 UU PK adalah: 

a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 

b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan 

penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; 

c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur 

serta tidak diskriminatif; 

d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang 

dan/atau jasa yang berlaku; 

e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau 

mencoba barang  dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan 

dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang 

diperdagangkan; 
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f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian 

akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau 

jasa yang diperdagangkan 

g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila 

barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai 

dengan perjanjian.  

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan diatur dalam 

UndangUndang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa :  

1) Seorang Saksi dan Korban berhak : 

a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta 

bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian 

yang akan, sedang, atau telah diberikannya. 

b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan 

dan dukungan keamanan. 

c. Memberikan keterangan tanpa tekanan. 

d. Mendapat penerjemah. 

e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat. 

f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus. 

g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.  
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h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan. 

i. Mendapat identitas baru. 

j. Mendapatkan tempat kediaman baru. 

k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan. 

l. Mendapat nasihat hukum, dan/atau 

m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu 

perlindungan berakhir.  

2) Hak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau 

Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan 

LPSK. 

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan 

jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan 

hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan 

keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki 

tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai 

dengan cita hukum (Rechtidee) dalam negara hukum (Rechtsstaat), bukan 

negara kekuasaan (Machtsstaat). Hukum berfungsi sebagai perlindungan 

kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 3 unsur :   

a) Kemanfaat hukum (Zeweckmassigkeit) 

b) Keadilan hukum (Gerechtigkeit)  
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c) Jaminan hukum (Doelmatigkeit).5  

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang 

tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum 

dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. 

Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan 

dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga 

tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara 

sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi 

terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum. 

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar 

kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara 

profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. 

Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. 

Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum 

merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan sewenang-wenang. 

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya 

kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat 

mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah 

untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan   

                                                           
5 Ishaq. Dasar-dasar Ilmu Hukum. Jakarta. Sinar Grafika. 2009. hlm. 43 
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bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan 

di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan 

benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat 

melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang 

senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan 

hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, 

kedamaian, kebenaran, dan keadilan. 

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak 

tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang 

menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, 

baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan 

masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam 

membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan 

semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut  menimbulkan kepastian hukum. 

Dengan demikian, kepastian hukum  mengandung dua pengertian, yaitu 

pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui 

perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan 

hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya 

aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh 

dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum 

bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya 
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konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan 

putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.6 

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat 

dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas 

dalam arti tidak menimbulkan keragua-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti 

ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan 

atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari 

ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasinorma, reduksi norma, atau 

distorsi norma.  

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum 

sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang 

tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. 

Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian 

batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang 

terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan 

tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah 

dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara 

pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila 

lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak 

                                                           
6 Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Kencana. 2008. hlm. 157-158 
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mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan 

batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak 

memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya 

prediktibilitas. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan 

hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat 

manusia serta pengakuan terhadap asasi manusia di bidang hukum. Prinsip 

perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan 

konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta 

penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan 

hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.  

2. Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Elektronik 

A. Pengertian dan Kualifikasi  

Tindak pidana menurut Bambang Poernomo, yaitu perbuatan yang 

dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau 

pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan 

kepentingan umum. Beberapa Sarjana Hukum Pidana di Indonesia 

menggunakan istilah yang berbeda-beda menyebutkan kata “Pidana”, ada 
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beberapa sarjana yang menyebutkan dengan tindak pidana, peristiwa 

pidana, perbuatan pidana atau delik.7 

“Menurut Jonkers dalam Bambang Poernomo, 

tindak pidana adalah suatu kelakuan yang melawan 

hukum yang dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh 

orang dan dapat dipertanggungjawabkan.”8 

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang 

yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum 

pidana dan diancam dengan hukuman. Peristiwa pidana adalah suatu 

kejadian yang mengandung unsur unsur perbuatan yang dilarang oleh 

undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat 

dikenai sanksi pidana (hukuman). 

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 

hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana 

tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga 

dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan 

hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa 

larangan diajukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian 

                                                           
7 Bambang Poernomo. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1997. hlm. 86 
8 Ibid. hlm. 87. 14 J.B. Daliyo. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta. Prenhalindo. 2001. hlm. 93 
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yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya 

ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.9 

“Menurut D. Simons dalam C.S.T. Kansil, Peristiwa pidana 

itu adalah “Een Strafbaargestelde, Onrechtmatige, Met 

Schuld in Verband Staande handeling Van een 

Toerekenungsvatbaar persoon”. Terjemahan bebasnya 

adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam 

pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu 

bertanggungjawab”.10 

“Menurut Simons, unsur-unsur peristiwa pidana adalah:  

a) Perbuatan manusia (handeling) 

b) Perbuatan manusia itu harus melawan  

hukum   (wederrechtelijk)  

c) Perbuatan itu diancam dengan pidana  

(Strafbaar gesteld) oleh Undang-undang 

d) Harus dilakukan oleh seseorang yang  

Mampu bertanggungjawab (Toerekeningsvatbaar 

person) 

e) Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan  

(Schuld) si pembuat”.11 

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana 

harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

                                                           
9 Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta. Rineka Cipta. 2005. hlm. 54 
10 C.S.T. Kansil. Pokok-pokok Hukum Pidana. Jakarta. Pradnya Paramita. 2004. hlm. 37 
11 Ibid. hlm. 38 
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a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang atau sekelompok orang.  

b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-

undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus 

mempertanggungjawabkan perbuatannya.  

c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi 

perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang 

melanggar ketentuan hukum.  

d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum 

yang dilanggar itu dicantumkan sanksinya.12 

Berdasarkan pendapat para sarjana mengenai pengertian tindak 

pidana/peristiwa pidana dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana 

adalah harus ada sesuatu kelakuan (gedraging), kelakuan itu harus 

sesuai dengan uraian Undang-undang (wettelijke omschrijving), 

kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, kelakuan itu dapat diberatkan 

kepada pelaku, dan kelakuan itu diancam dengan hukuman. 

1) Kualifikasi Tindak Pidana 

“Menurut J.B. Daliyo, perbuatan pidana dibedakan menjadi 

beberapa macam, yaitu:  

a) Perbuatan pidana (delik) formal adalah suatu perbuatan 

yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar    

                                                           
12 J.B. Daliyo. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta. Prenhalindo. 2001.  
                     hlm. 93  
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melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 

undang-undang yang bersangkutan.  

b) Delik material adalah suatu pebuatan pidana yang dilarang, 

yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.  

c) Delik dolus adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan 

dengan sengaja. 

d) Delik culpa adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, 

karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. 

e) Delik aduan adalah suatu perbuatan pidana yang 

memerlukan pengaduan orang lain. Jadi sebelum ada 

pengaduan belum merupakan delik. 

f) Delik politik adalah delik atau perbuatan pidana yang 

ditujukan kepada keamanan negara baik secara langsung 

maupun tidak langsung.” 

“J.B. Daliyo, lebih lanjut menyatakan bahwa tiga jenis 

peristiwa pidana di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia 

sebelum tahun 1918 yaitu: 

a) Kejahatan (Crimes) 

b) Perbuatan buruk (Delict) 

c)  Pelanggaran (Contravention)” 

“Sedangkan menurut KUHP yang berlaku sekarang, 

peristiwa pidana itu ada dua jenis yaitu “Misdrijf” 

(kejahatan) dan “Overtreding” (pelanggaran).”13 

 

                                                           
13 Moeljatno. Moeljatno. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Jakarta. Bumi Aksara. 2007. 
hlm. 133 
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Selain dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam 

teori dan praktek dibedakan pula antara lain dalam:  

a. Delik Commissionis dan Delikta Commissionis. 

Delik Commissionis adalah delik yang terdiri dari 

melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang 

oleh aturan-aturan pidana. Delikta Commissionis adalah delik 

yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) pernuatan 

yang dilarang oleh aturan-aturan pidana. Delikta Commissionis 

adalah delik yang terdiri dari tidak berbuat atau melakukan 

sesuatu padahal mestinya berbuat.  

b. Ada pula yang dinamakan delikta commissionis peromissionem 

commissa, yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat 

sesuatu, tetapi dapat pula delik dolus dan delik culpa. Bagi delik 

dolus harus diperlukan adanya kesengajaan, misalnya Pasal 338 

KUHP, sedangkan pada delik culpa, orang juga sudah dapat 

dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya 

menurut Pasal 359 KUHP. dilakukan dengan tidak berbuat. 

c. Delik biasa dan delik yang dapat dikualifisir (dikhususkan)  
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d. Delik menerus dan tidak menerus.14 

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat diketahui ada 

beberapa pengertian tindak pidana maupun perbuatan pidana, tetapi 

pada dasarnya memmpunyai pengertian, maksud yang sama yaitu 

perbuatan yang melawan hukum pidana dan diancam dengan 

hukuman/sanksi pidana yang tegas.  

B. Pengertian Penipuan dan Unsur-Unsur yang Harus Dipenuhi Dari Tindak 

Pidana Penipuan 

“Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu 

berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang 

tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya), dengan maksud 

untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. 

Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara 

menipu (mengecoh)”.15 

Dengan demikian maka berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan 

adalah dua pihak yaitu orang menipu disebut dengan penipu dan orang yang 

tertipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau 

membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan 

maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan 

dirinya atau kelompok. 

Pengertian Tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum 

sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. 

                                                           
14 Ibid. hlm. 75-77 
15 Ananda S. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya. Kartika. 2009. hlm. 364 
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Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan 

hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat 

dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan 

menurut Pasal 378 KUHP oleh Moeljatno bahwa barangsiapa dengan 

maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan 

hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; 

dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang 

lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi 

utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan 

pidana penjara paling lama empat tahun.16 

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung 

dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi 

mengemukakan pengertian penipuan adalah tindakan seseorang dengan 

tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu 

dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian 

kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian 

rupa yang merupaka cerita sesuatu yang seakan-akan benar.17 

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas 

bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau 

                                                           
16 Moeljatno. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Jakarta. Bumi Aksara. 2007. hlm. 133 
17 R. Sugandhi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya. Surabaya. Usaha Nasional. 
1980. hlm. 396-397 
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serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena 

omongan yang seakan-akan benar.  

Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan 

sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya 

perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena 

tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui 

keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang 

bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan 

menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. 

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat 

tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan 

kepihak kepolisian. 

Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak 

melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya 

yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan 

yang berskala besar. Terkadang penipuan juga sulit dibedakan dengan 

penggelapan, adapun perbedaan antara penipuan dan penggelapan yaitu, 

tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam KUHP diatur pada Buku II 

tentang kejahatan terhadap harta kekayaan, yaitu berupa penyerangan 

terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda yang dimilikinya. 

Secara umum, unsur-unsur tindak pidana terhadap harta kekayaan ini 

adalah mencakup unsur obyektif dan subyektif.   
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Kejahatan penipuan terdapat dalam Buku II Bab XXV. Keseluruhan 

pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama bedrog atau perbuatan 

curang. Bentuk pokok dari bedrog atau perbuatan curang adalah Pasal 378 

KUHP tentang penipun. Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka 

Tindak Pdana Penipuan memiliki unsur pokok, yakni :  

1) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara 

melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan 

terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. 

Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, 

jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat 

terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan 

melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan 

yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum. 

2) Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama 

palsu, martabat palsu/keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian 

kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana 

ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain 

untuk menyerahkan barang.18 

 

                                                           
18 R. Soenarto Soerodibroto. KUHP dan KUHAP. Jakarta. Rajawali Pers. 1992. hlm. 241 
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Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang 

lain adalah sebagai berikut :   

a) Nama palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama 

yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya 

jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan 

namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu 

muslihat atau susunan belit dusta. 

b) Tipu muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan 

yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan 

kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang 

lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau 

tindakan. 

c) Martabat/keadaan palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah 

bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam 

suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak 

kepada orang yang ada dalam keadaan itu.   

d) Rangkaian kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak 

cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam 

arrest-nya 8 Maret 1926, bahwa : Terdapat suatu rangkaian kebohongan 

jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang 

sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan 
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yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu 

gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran.19 

e) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau 

memberi utang, atau menghapus utang. Dalam perbuatan 

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan 

adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. 

Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrest-nya Tanggal 25 Agustus 

1923, bahwa harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara 

upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. 

Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-

alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan 

pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut 

menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang 

normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak 

itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang 

tersebut menyerahkan sesuatu barang.20  

Adapun unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno adalah 

sebagai berikut : 

                                                           
19 R. Soenarto Soerodibroto. KUHP dan KUHAP Dilengkapi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung 
dan Hoge Raad. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2006. hlm. 252 
20 R. Soenarto Soerodibroto. Op Cit. KUHP dan KUHAP. hlm. 242 



44 
 

a) Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu 

barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu 

diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang 

diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga 

kepunyaan orang lain. 

b) Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang 

lain tanpa hak, dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk 

merugikan orang yang menyerahkan barang itu.  

c) Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk 

menyerahkan barang itu dengan jalan : 

a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.  

b. Si penipu harus memperdaya si korban dengan satu akal yang 

diatur dalam Pasal 378 KUHP.21 

Pasal 28 Ayat (1) 

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan 

berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan 

kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” 

Tindak pidana tersebut memiliki suatu kesamaan, yaitu dapat 

mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Tetapi, rumusan Pasal 28 ayat (1) UU 

ITE tidak mensyaratkan adanya unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang 

lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Pada 

                                                           
21 Moeljatno. Op Cit. hlm. 70 
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akhirnya, dibutuhkan kejelian pihak penyidik kepolisian untuk menentukan 

kapan harus menggunakan Pasal 378 KUHP dan kapan harus menggunakan 

ketentuan-ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Namun, pada praktiknya 

pihak kepolisian dapat mengenakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu tindak 

pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur 

dalam Pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 ayat 

(1) UU ITE. Artinya, bila memang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, 

polisi dapat menggunakan kedua pasal tersebut. 

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka 

seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan sebagaimana 

dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 Ayat (1), apabila unsur-unsur 

yang disebut di dalam Pasal tersebut terpenuhi, maka pelaku tindak pidana 

penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya. 

3. Pengertian Victimologi dan Bentuk-Bentuk Victimologi 

A. Pengertian Victimologi 

Viktimologi  merupakan  istilah  Bahasa  Inggris Victimology yang  

berasal  dari bahasa  latin  yaitu “Victima” yang  berarti  korban  dan 

“Logos” yang  berarti studi/ilmu pengetahuan. 22 Secara terminologi,  

viktimologi  berarti suatu studi  yang mempelajari   tentang   korban,   

                                                           
22 Arief Gosita, Op.Cit, hlm 228 
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penyebab   timbulnya   korban,   dan   akibat-akibat penimbulan  korban  

yang  merupakan  masalah  manusia  sebagai  suatu  kenyataan sosial.23 

Viktimologi  memberikan  pengertian  yang  lebih  baik  tentang  korban  

kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan 

mental, fisik, dan sosial. Tujuannya  adalah  untuk  memberikan  penjelasan  

mengenai  peran  yang sesungguhnya  para  korban  dan  hubungan  mereka  

dengan  para  korban  serta memberikan   keyakinan   dan   kesadaran   

bahwa   setiap   orang   mempunyai   hak mengetahui bahaya yang dihadapi 

berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya,  dan  lain-

lainnya.  Dalam  rangka  memberikan  pengertian  yang  lebih baik agar 

orang lebih waspada dalam menciptakan rasa aman dan kehidupan yang 

aman  juga  meliputi  pengetahuan  mengenai  bagaimana  menghadapi  

bahaya  dan bagaimana menghindari bahaya. 

Ruang  lingkup  viktimologi  meliputi  bagaimana  seseorang  dapat  

menjadi  korban yang  ditentukan  oleh  suatu  victimity  yang  tidak  selalu  

berhubungan  dengan masalah  kejahatan,  termasuk  pula  korban  

kecelakaan,  dan  bencana  alam  selain dari korban kejahatan dan 

penyalahgunaan kekuasaan.24 

B. Bentuk –bentuk Victimologi 

a. Tipilogi kejahatan dimensinya dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu: 

                                                           
23 Dikdik. M. Arief Mansur, Op.Cit,hlm 34 
24 J.E. Sahetapy, Bungai Rampai Viktimisasi, Bandung,Eresco , 1995, hlm 25 
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1) Nonparticipating victims adalah mereka yang menyangkal/menolak 

kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam 

penanggulangan kejahatan. 

2) Latent or predisposed victims adalah mereka yang mempunyai 

karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu. 

3) Provocative victims adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau 

pemicu kejahatan. 

4) Particapcing victims adalah mereka yang tidak menyadari atau 

memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi 

korban. 

5) False victims adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya 

sendiri. 

b. Ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri maka Stepen 

Schafer mengemukakan tipilogi korban menjadi tujuh bentuk yaitu : 

1) Unrelated victims adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan 

si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, 

dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban. 

2) Proactive victims merupakan korban yang disebabkan peranan 

korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek 

tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara 

bersama-sama. 
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3) Participacing victims hakikatnya perbuatan korban tidak disadari 

dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, 

mengambil uang di bank dalam jumlah besar yan tanpa pengawalan, 

kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang 

untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya 

ada pada pelaku. 

4) biologically weak victim adalah kejahatan disebabkan adanya 

keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut 

usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari 

pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah 

setempat karena tidak dapat memberi perlindunga kepada korban 

yang tidak berdaya. 

5) Socially weak victims adalah korban yang tidak diperhatikan oleh 

masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan 

sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh 

terletak pada penjahat atau masyarakat. 

6) Self victimizing victims adalah koran kejahatan yang dilakukan 

sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu 

pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban sekaligus 

sebagai pelaku kejahatan. 
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7) Political victims adalah korban karena lawan polotiknya. Secara 

sosiologis, korban ini tidak dapat dipertnggungjawabkan kecuali 

adanya perubahan konstelasi politik.25 

c. Selain pengelompokan diatas, masih ada pengelompokan korban 

menurut Sellin dan Wolfgang, yaitu sebagai berikut. 

1) Primary victimization, yaitu korban berupa individu perorangan 

(bukan kelompok). 

2) Secondary victimization, yaitu korban kelompok, misalnya badan 

hukum. 

3) Tertiary victimization, yaitu korban masyarakat luas. 

4) No victimiazation, yaitu korban yang tidak dapat diketahui, 

misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan produksi. 

 

C. Tujuan viktimologi menurut muladi adalah : 

1) Menganalisa berbagai aspek yang berkaitan dengan korban. 

2) Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya 

viktimisasi. 

3) Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan 

manusia.26 

 

                                                           
25 Lilik Mulyadi. Bentuk-bentuk Victimologi . Bandung .2003 Hlm 123-125 
26 Muladi & Barda Nawawi Arief,Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 2007, hlm 82 
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D. Manfaat  viktimologi 

pada  dasarnya  berkenaan  dengan  tiga  hal  utama  dalam mempelajari 

manfaat studi korban, yaitu : 

a. Manfaat   yang   berkenaan   dengan   usaha   membela   hak-hak   

korban   dan perlindungan hukum. 

b. Manfaat  yang  berkenaan  dengan  penjelasan  peran  korban  dalam  

suatu  tindak pidana. 

c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban. 

27 

“Menurut  Arief  Gosita, beberapa  manfaat  yang  diperoleh  

dengan  mempelajari viktimologi, yaitu sebagai berikut : 

a) Viktimologi    merupakan    hakikat    siapa    itu    korban    

dan    yang menimbulkan  korban,  apa  artinya  viktimisasi  

dan  proses  viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam 

proses viktimisasi. Akibat pemahaman itu,   akan   

diciptakan   pengertian-pengertian,   etiologi   kriminal,   dan 

konsepsi-konsepsi  mengenai  usaha-usaha  yang  preventif,  

represif,  dan tindak   lanjut  dalam   menghadapi  dan   

menanggulangi  permasalahan viktimisasi kriminal di 

berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. 

b) Viktimologi   memberikan   sumbangsih   dalam   mengerti   

lebih   baik tentang korban akibat tindakan manusia yang 

menimbulkan penderitaan fisik, mental, dan sosial. 

                                                           
27 Rena yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Yogyakarta, Graha Ilmu, 
2010, hlm 39 
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Tujuannya tidaklah untuk menyanjung korban, tetapi    

hanya    untuk    memberikan    beberapa    penjelasan    

mengenai kedudukan  dan  peran  korban  serta  

hubungannya  dengan  pihak  pelaku serta  pihak  lain.  

Kejelasan  ini  sangat  penting  dalam  upaya  pencegahan 

terhadap  berbagai  macam  viktisasi  demi  menegakkan  

keadilan  dan meningkatkan  kesejahteraan  mereka  yang  

terlihat  langsung atau  tidak langsung dalam eksistensi 

suatu viktisasi. 

c) Viktimologi  memberikan keyakinan  bahwa setiap  

individu  mempunyai hak    dan    kewajiban    untuk    

mengetahui    mengenai    bahaya    yang dihadapinya 

berkaitan dengan kehidupan dan pekerjaan mereka.  

d) Viktimologi  juga  memperhatikan  permasalahan  

viktimisasi  yang  tidak langsung.  Misalnya  efek  politik  

pada  penduduk  dunia  ketiga  akibat penyuapan oleh suatu 

korporasi  internasional, akibat sosial pada setiap orang 

akibat polusi industri, terjadinya viktimisasi ekonomi, 

politik, dan sosial  setiap  kali  seorang  pejabat  

menyalahgunakan  jabatan  dalam pemerintahan untuk 

keuntungan sendiri.  

e) Viktimologi  memberikan  dasar  pemikiran  untuk  masalah  

penyelesaian viktimisasi    kriminal,   pendapat    

viktimologi    dipergunakan    dalam keputusan-keputusan   

peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku 

kriminal.” 

4. Ketentuan Transaksi Elektronik Berdasarkan UU No 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik 
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A. Pengertian transaksi Elektronik  

Perdagangan elektronik atau e-dagang (bahasa Inggris: Electronic 

commerce, juga e-commerce) adalah penyebaran, pembelian, penjualan, 

pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau 

televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. E-dagang dapat melibatkan 

transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen 

inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. 

Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE) 

Bab I pasal 1 ayat 2 pengertian Transaksi Elektronik adalah perbuatan 

hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan 

Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Dalam era industri yang 

diikuti dengan kemajuan perdagangan, baik pada aras nasional regional 

maupun internasional, telah diikuti dengan hukum dagang yang mengatur 

transaksi dagang pada tingkat nasional maupun global. Hukum dagang 

mengatur bagaimana perjanjian dagang dibuat secara sah agar ditaati oleh 

para pihak yang membuatnya. 

B. Jenis Transaksi E-Commerce dalam Praktik dibagi Dalam Dua Jenis: 

a) Transaksi  melalui  elektronik  secara  tidak  langsung  yaitu  hubungan 

hukum antara pembeli dan penjual  yang merupakan pembuatan kontrak 

melalui  internet  akan  tetapi pengiriman  barang  dilakukan  secara  

biasa yang umumnya dilakukan dalam perdagangan barang; 
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b) Transaksi  melalui  elektronik  langsung  yaitu  hubungan  hukum  yang 

dilakukan  lewat  internet  baik  pembuatan  kontrak  maupun  

pengiriman barang  biasanya  dalam  perdagangan  biasa  misalnya  

penjualan  piranti lunak, film, musik atau informasi yang dapat di 

download. 

C. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Internet dan Transaksi Elektronik 

(UU-ITE) yang berperan dalam e-commerce adalah sebagai berikut : 

Pasal 2 

“Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang 

melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum 

Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang 

memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia 

dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan 

kepentingan Indonesia.” 

Pasal 9 

“Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem 

Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan 

benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan 

produk yang ditawarkan.” 

Pasal 10 

“Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi 

Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi 

Keandalan. Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga 
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Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur dengan Peraturan Pemerintah.” 

Pasal 18 

“Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak 

Elektronik mengikat para pihak. Para pihak memiliki 

kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi 

Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya. Jika 

para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi 

Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan 

pada asas Hukum Perdata Internasional. Para pihak 

memiliki kewenangan untuk menetapkan forum 

pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa 

alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa 

yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik 

internasional yang dibuatnya.” 

“Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan 

kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga 

penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang 

menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi 

tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata 

Internasional” 

Pasal 20 

“Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi 

Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang 

dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima. 

Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan 

dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.” 

Pasal 21 

“Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi 

Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, 

atau melalui Agen Elektronik. Pihak yang bertanggung 

jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan 

Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur sebagai berikut: 

jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam 

pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab 

para pihak yang bertransaksi; 

jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat 

hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi 

tanggung jawab pemberi kuasa; atau jika dilakukan melalui 

Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan 

Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab 

penyelenggara Agen Elektronik. 

Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal 

beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak 

ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala 

akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara 

Agen Elektronik. Jika kerugian Transaksi Elektronik 

disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat 

kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat 

hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan. 

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 

berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan 
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memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna 

Sistem Elektronik.” 

Pasal 22 

“Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus 

menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang 

dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya 

melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses 

transaksi. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara 

Agen Elektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat    

(1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.” 

Pasal 30 

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan 

hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik 

milik Orang lain dengan cara apa pun. 

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan 

hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik 

dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh 

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.  

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan     

hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik 

dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, 

melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.” 

 

 

 

Pasal 46 



57 
 

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling 

banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). 

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). 

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”     

  

 


